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ABSTRAR

Undang-undang Nemor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama tujuh tahun Tetapi
penerapan pidananya di lapangan belum Berjalen sepertt vang diliarapkan, Aparat penegak hukum belum sepenubmya
mrenggunakan Undang-undang Perlindungan Arak dan lebih memitih Kitah Undeng-undang Hukum Pidana (KUHP)
dalam penerapan pidana teshadup pelaku tndak pidana kekerzsan terhadap anak Hal ini dapat dihhat dari pidana
vang diberikan terhadap pelabu. Permasalaban dalam tulisan ini edalah |, Apakah penerapan pidana bagi pelaku
tindak pidana kekesasan lerthadup anak telah sesusi demgan UL o, 23 Tahun 2002 4 Pengadilan Wegesi
Batusangkar 2. Apakal kendala yang dihadagi Hakim dalam penerapan pidana tersebur, dan upaya mengatasinyg
Lintuk menjawah masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis vaiu dengan melhzt hukum dan
prakteknya di lapangan, melui pengumpulan data, studi dokumen dan wawancara, Dari hasil penehtnn di lapangan
dzpal dilthat bahwa | Pidana bagi pelaku tindak pidima kekerasan terhadap annk belum sepenuhnya teriaksana
meersr LU No. 23 Tahun 2002 Hal ini disebabkan oleh Jaksa schagai salah satu aparst peniegak Mukum belum
sepenubinys menggurakan UL Mo, 23 tahun 2002 temang perlindungan anak, schagai dasar dukwaanya dalam
mendakw pelaku pidana kekerasan terbadap anak. 2 Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar juga menghadapi
keadala dalam menecapkan pidana techadap pelaku tindek pidann kekerasan terhadap anak menumt UL Mo, 23
Tahun 2002, baik yang datang dari apara: penegak hukum vang terkait maupun dalam mengunekap kebenaran
materil diri perkara tersehut. Pada akbirnya penulis menark besimpulan bahwa penerapan pidana menurur Undang-
Urdang Perlindungan Anzk perls dimaksimalkan lagi cleh aparac penegik tukum reruamn oleh Jaksa, Jaksa
scharusnya lebih memiokoskan pemberian perlidungan anak berdasarkan pada Undang-undang Perlindunsan Ak
Dengan menggunukan UL Mo, 23 Tabun 2002 schagai dasar dakwaznnya, selun o perle diadakannya sosialisasi
Undang-undang tersebut kepada seluruh aparat penegak hukum yang lerkmt dan selurul Japisan masvaraka,
sehinges apa vang diamanatkan oleh Undang-undang tersebur dapat teriaksans
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BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Anak adalah amansh sckaliges karunia Tuban Yang Maha Esa. Yang
merupakan golongan individu vang menarik dan cendrung mesih femah secara
fisik maupun mental serta keterbutasan  vang  dimilikinva, Maka  sudah
sepantasnya anak mendapatkan perlakoan vang layvak, karena anak berhak atas
kelangsungan hidupnya. Sctiap anak berhak mendapatkan perlindungan darn
tindakan kekerasan yang menimpa  dirinya, karena anek  sangat  mudab
mendapatkan perlakuan kekernssan baik di romah tanggea. linghungan masyvarakal,
di sekolah maupun diantara teman sebavanya.

Lralam kenyataznnyva pada saat sekarang ini masih banyvak anak-anak yang
rentan terhadap kekerasan, seperti kekerasan seksual, penpaniavaan dan hahkan
sampai menimbulkan Kematian, terseret menjadi objek kesewenang-wenangan
serly kebiadaban yang didapar dari orang tua tanpa mampu melawan, Anak
seringkali dijadikan objek pemuas nafeu dan kekesalan sehingea menimbulkan
tindakan-tindakan yang brutal dari para orang tua vang tidak bertangaung jawash,

kondisi ini jarang terungkap, seringkali Bal ind tidak dianggap schagai
Rasus kekerasan. karena bagi pelaku maupun korban tidak melibal kekernsan
sebagai suatu vang salab. Malahan kekerasan dilihat sebagai suatu yvang wajar dan
perle sebagai suatu bentuk pengasuhan dan hukuman, hukuman vang diberikan

mepada anak secara sosial dipandang  sebagal cara wntuk mendidik dan



mendisiplinkan anak serta memotivasi untuk kepentingan vang terbaik untuk
angk. [N lain pihak anek-anak enggan menpungkapkan dan mernse mercka
memang patut untuk dibukum dan juga karena lovalitasnya pada si pelaku.' Hal
i sudah menjadi tradisi secara twrun menurun dimana anak diangeap sebapai
milik/properti dan bukan sebagai pemegang hak sehingpa hak-hak  anak
terlupakan.

Peraturan - perundang-undongan wvang telab secarn fegas memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah. Undang-undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kescjateraan Anak, UL Moo 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan Anak, UL No.3 Tahun 1997 tentang Penpadilan Anak. UU Na.
3% Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Meskipun dalam UL Mo, 39 tahun
1999 telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanzon kewajiban dan tanggung
jawab orang wa, keluarga. masyarakat, Akan tetapi negara dan pemerintah
memandang masih perfu memberikan perfindungan pada anak melalui suaty
undang-undang vang lehih spesifik lagi mengenai perlindungan anak. sehagai
swaty landasan yuridis bagi pelaksanasn kewajiban dan tanpeung Jawab nepara,
pemerintah. masyarakat, keluarga. orang tua dan walinyva,”

Lrengan demikizn dibentuklah Undang-undang Nomor 23 tahun 2007
tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, wmbub, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal scsuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan

" Sambucan Kapala Perwakilun USICEF di Tndosesia D Crinniranco Ratiefinne, podn S
Pencegahsn Kefahaion Teehadiy anst Kamis 13 Juli 2006, Tam 1952, 24

" Penjelsan Atns Undong-undang Megam Republik Indanesia Momor 23 Tabum 2002 Centzng
Perfincdengaan Awad, Jakorin : Sioar Sealika, 2003 . Him 113
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dan diskriminasi serta juga mengatur mengenai ketentuan pidana vang dapat
diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pelangearan terhadap ketentuan
yang terdapat dalam Undang-undang terschu,

Dalam UL Mo, 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga
memuat - hak sipil snak. Sebagai hak sipil anak, anak mempunyai hak wntuk
mendapatkan identitas, anak dapat hidup, wmbuh dan herkembang melalui
lavanan yang baik dalam bidang kesehatan pendidikan, sosial, dan agama. Hak
untuk dilindungi dari kekerazan, cksploitsi, sera hak anak untuk berperan serts
dalam hal vang terkait dengan dirinva.’

Di tengah upaya pemerintab den masvarakat untuk menaruh perhatian
serius mengenal kekerasan terhadap anak, malah muncul kasus-kasus kekersan
lerhadap anak vang akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini berdasarkan data
homisi Masional Perlindungan Anak tahun 2004 mencapai 544 kasus, tahun 2005
menigkat menjadi 736 kasus, dan januari 2006 telab tedadi 69 kasus, Tumlah ini
divakini lehih banvak lagi dan  merupakan fenomena QUNUNE €5 mengingat
banyak kasus vang tidak dilaporkan atau sengaja dirabasiskan karena diangzan

sehagai aib, baik oleh korhan, keluarga, maupun oleh masyarakat sekitarnya.”

Tempal teraman yang semestinya menyedizkan perasazn aman yang
paling dasar bagi anak, malah berubah menjadi tempat dengan  lingkaran
kekerssan yang menakutkan. Padahal, kita semus menzelahui bahwa kelerasan

mengakibatkan efek psikologis yvang menghancurkan bagi anak, Melihat kondisi

' Maridien Lie. Seminar Fevcegatan Keisfutan Teefodan Anak, Kamis 13 Jali 2008, Jam [9:52
il

" Hep : dwvew google.codd. Yams Alami Kekerasan Harus ditioctungi, Diakscs pudn 1anggal 20
Dresemnber 2008, Jam 1630
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5



yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ind, dengan semakin banyaknya kasus
kekerasan terhadap anak, membuktikan bahwa aparat penegak hokum belum
mampu menerapkan produk hukum yang telah dibuat, vaitu UU No. 23 Tahun

2002 tenteng Perlindungan Anak.”

LT Mo, 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak telah berlaky selama 7
{tujuly tahun), akan tetapi penerapannya di lapangan belum herjalan seperti yang
diharapkan. Masing-masing pihak vang terlibat dalam penerapan undang-undang
tersebut menyampaikan persoalan-persoalan yang nyata mereka hadapi sehari-hari
di lapangan dalam  pelaksanaan undang-undang  tersebut, cntal  karena
ketidaktahuan atau Kerena keenpganan, penegak hukum masib suja tidak mau
menerapkan  Uindang-undang  Perlinduncan  Anak dan lebih memilih Kitab
Undang-Lindang Hukum Pidana dalam menjerat pelaku tindak pidana. Kalaupun
diterapkan itupun belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.”

Sekalipun telal diundangkan Undang-undang Perlindungan Anak tersehut,
namun implementasinya masih jauh dari harapan, Aparat penegak Bukum belum
sepenuhnya menerapkan pidana menurut Undang-undang Ferlindungan Anak
sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak,”

salah sty conteh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Batusangkar dengan Nomor Perkara @ 1 2Pid B/2007PN.BS dengan terdakws

ALBERT Pgl BET umwur 45 { empat puluh lima) tahun. Telah serbukei hersalal

Aip s dwww. Sekitar kith com, Tindek Kekerasan Meaginngl Arak . dinkses tanggal 20
Phesember 2008, Jamn 1430
* HAp @ www, Google, comiid. Geasder dan Ko rerfuid Ferempiean. Diskses anpgal
20 Desernber 2008, Jam 1630
g A, Booinpses, Com, Jangan Biarkon Masa Lepan g Terernnnd, diakses tangpal
20 Deseaber 2008, Tam 16,30
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melakukan timdek pidana kejohatan terhadap kesusilann sebagaimana diatur dalam
pasal 28T avat (1} Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 290 ke 2
RUHP. Dilakukan terhadap korban NITA SATRIA Pgl. TIA 14 { empat helas )
tahun. Terdakwa terbukti pada wakie wvang tidak ingst lapi antara bulan Juni
sampai bulan Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada wakty lain dalam tehun
2006, bertempal di Tebing Tungga Jorong Data dan dibelakang SD Negeri Na, 20
Jorong Data yang Kescluruban tempat tersebut erletak di Negeri Tabek Patah
kecamatan Salimpuung Kabupaten Tanah Datar atau setidsk-tidaknyva ditempat
lain yang masih lemmasuk wilavah hukum Pengadilan Megeri Batusangkar yang
berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. telah dengan sengaja melakukan
persctubuhan dengan perempuan yang bukan istri terdakwa, vang patut disangka
eleh terdakowa bahwa umur korban belum cukup berumur 15 { lima belas | tahun
dan belum mampu dikawini, Dengan cars membujuk korban untuk melakukan
hubungan intim layaknya suami istri. vang kemudian dijanjikan akan diberi uang
sebesar Rp, 3000.- { Tima ribu) apabila korban tidak mengatakannva puids orang
lain. Perbuatan tersebut berlangsuna sampai 6 kali di tempat yang berbeda dengan
darak waktu 13 hari dari kejadian pertama,

Akibat  perbuatan terdakwa dan dari hasil permeriksaan terhadep korban
melalut Fispm Er Referimm Nomor: 21TU- HC. SLP | /RHS2006 tangpal 29
Dresember 2000, maka terhadap terdakws dijatuhi pidens penjora oleh Hakim
selama 3 (liga) tahun, dan membebankan hizva perkarn kepada terdakwa schesar
RI%. 1000~ (seribu} rupiah. Dengan pertimbangan Hakim, bahwa terdakwa telab

dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer yaitu pelanggaran



Pasal 287 avat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 290 ke-2 KUHP, berdasarkan
fakia-fakta yuridis vang terdapar di persidangan dan dari keterangan saksi, baran [t
bukti dan ketcrangan terdakwa, tidak adanya alassn pemasl atas kesalahan
lerdakwa tersebut  Karenanya terdskwa  harus  dibukum  setimpal  dengan
perbuatanya.” Contoh di atas menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap
pelaku tindak pidena kekerasan terhadap anak menurat UL Mo, 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Ratusangkar.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Hatusangkar, untuk mengetabui apakah Pengadilan MNeperi
Ratusangkar telah menerapkan pidana menurut aturan UL Mo, 23 Tahun 2000
tentang Perlindungan Anak dengan judul:

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Hatusangkar)
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urainn latar belakong masalah, maka penulis membatasi
permasalahan agar pembahasennyva tidak meluas, permaszla hannyva adalah;

l. Apakah penerapan pidane bagi pelaku tindak pidena kekerasan

lerhadap anak telah sesuai denpan UU Mo, 23 talon 2002 tentang

Perlindungan Anak di Wilavah Penpadilan Megeri Batusanghar

" Pulusin Perkara di Pengadilan Neseri Batusangkar, Tuqun 20



2. Apakah kendalfa wvang dihedapi oleh hakim di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Bawsangkar dalam menerapkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana kekerasan terhadap ansk menurat LU Wo, 23
tahun  20HE2  tentang  Perlindunpan  Anak. dan  wpava  untuk
MmEngatasinya,
C. TUIUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalzhan vang disebukan di atas, maka wijuan penulis
melakukan penelitian adalah sehagai berikut:.
1. Untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan
terhadap anak menurut LU No. 23 whun 2002 tentang Perlindungan Anak

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusanpkar,

2

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim di wilavah hukum
Pengadilan Negeri  Batusangkar dalam menerapkan pidana bagi pelaku
tindak pidana kekerssan terhadap anak menurut UL No. 23 Tahus 2002
lentang Perlindungan Anak dan upayva mengatasinya.
I MANFAAT PENELITIAN
Heranjak dari perumusan masalab dan tojuan penelitian di atas maka, ada

beberapa manfaat vaitu:

1. Secara Teoritis
. Untuk menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman dibitdang

iy hukum pada wmumnya mavpun dibidane Hukum Perlindungan

Anak pada khususnyva,



BABIII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencrapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Menurut Undanpg-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan vang dilakukan terhad ap Anak

Setiap anak  wajib dilindungi dari segala bentuk  kekerssan, kasus

kekemasan terhadap anak vang terjadi diwilavah bukum Pengadilan Negeri

Batusangkar diantaranva adalah:

-3

L]
'

Persctububhan

Perkosaan

Pencabulan

Sodemi

Penpaniavaan

Melarikan Anak dibawa Umur

Dari Kasus kekerazan tersehut apabila dikategorikan kedalam  hentuk-

bentuk  kekerasan terhadap anak maka dapat dikelompekkan menjadi dua yvaitu

kekerasan fisik yang meliputi penganiavaan dan kekerasan seksual vang meliputi

persetububan, pencabulan dan sodomi.



BAB IV

PENLTUP

AL Kesimpulan

Penerapan Pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak
meneryl - Undang-Undang  Perlindungan Anok  helum sepenuhnya
diterapkan oleh aparat penegak hukum Kususnva di wilavah hukum
Pengadilan Megeri Batusanpkar,

Kendala dalam menerapkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerssan
terbadap anak menurut UL No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak adalah  karena  Jaksa  tidak  menpeunakan Undang-undang
Perlindungan Anak sebagai dasar pembuatan surat dakwaannya karena
lebih memilih menggunakan KUIP. Kemudian kurangnva sosialisasi UL
Moo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada seluruh aparat
penegak hukum terutama Juksa, sehingga mengakibatkan kurangnva
pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keberadaan
undang-undang tersebul. Dalam pemeriksaan di persidangan saksi korban
cendrung malu dan akot dalam memberikan kesaksian dan keterangan,
schingga hal ini menghambat proses pemeriksaan dan hakim kesulitan

dalarmn mengungkap kebenaran materil vang dicarinya.
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